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WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinntah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukasn Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1-04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluas: Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita
Negara Republik Indomesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-
2025;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20
Tahun 2021 tentang Rencana Kega Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006
tentang Sistemm Perencanaan Pembangunan Daerah
[Lembaran Daerah Kota Bulittinggi Tahun 2006 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 358,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD] Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daersh Kota
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

13. Peraturan Daerash Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PFEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022

Pas=al 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yvang selanjutnya disebut RKPD
Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja
Pemenntah Daerah Provinsi.



Pasal 2

EEFPD Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan

a.

b.
c.

Rencangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022; dan

FEancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash Tahun Anggaran
2022.

Pazal 3

EKPD Tahun 2022 memuat:

(1)

(2]

Ao o

Rancangan kerangka ekonomi Daerah:

Prigritas pembangunan Daerah:

Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun: dan
Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan corona virus disease 19

Pasgal 4
EKPD Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB 11 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB Ill : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
. BABVII : PENUTUP

FEFPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.
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Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Diundangkan di Bulkittinggi
pada tanggal < Juli 2021

Ditetapkan di Bukittnggi
pada < Juli 2021

BUKITTINGGI,

SEKRETARIS DAE KOTA BUKITTINGGI,

—

YUEN EARNOVA,

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 21



